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PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA DAN BANDAR UDARA

Kimia.

NOMOR PM 54 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH DAN ZAT KIMIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEMENHUB. Pengoperasian Pesawat Udara dan
Bandar Udara. Pengelolaan Limbah dan

Zat

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41

Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang

Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Bandar Udara perlu diatur mengenai penyediaan

tempat dan prosedur pengelolaan limbah dan zat

kimia pengoperasian pesawat udara dan bandar

udara dengan Peraturan Menteri;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Limbah dan

Zat Kimia Pengoperasian Pesawat Udara dan Bandar

Udara;

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,
Lembaran Negara Republik
Nomor 4851);

Tambahan

Indonesia

www.peraturan.go.id



2017, No.1033

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan  Kualitas Air dan  Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5295);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5347);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69
Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1046);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61

Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 443);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844).

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH DAN ZAT KIMIA
PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA DAN BANDAR
UDARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau
perairan dengan  batas-batas tertentu yang
digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat
dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar
muat barang, dan tempat perpindahan intra dan
antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan,
serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang
dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari
reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara
terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk

penerbangan.
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10.

11.

Limbah dan Zat Kimia Pengoperasian Pesawat Udara
dan Bandar Udara adalah sisa suatu wusaha
dan/atau kegiatan operasional pesawat udara dan
bandar udara yang dapat menyebabkan pencemaran
lingkungan berupa sampah, air limbah dan limbah
bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan atau proses alam yang berbentuk padat.

Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha
dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disingkat
Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau
kegiatan yang berupa zat, energi, dan/atau
komponen lain yang karena sifat dan/atau
konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup,
dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan
makhluk hidup lainnya.

Pengelolaan  Sampah  adalah kegiatan yang
sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan
yang meliputi pengurangan dan penanganan
sampah.

Pengelolaan Air Limbah adalah rangkaian kegiatan
yang mencakup pengurangan, penyaluran,
pengolahan, dan pembuangan air limbah.
Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan
yang mencakup pengurangan, penyimpanan,
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,
pengolahan, dan penimbunan limbah B3.

Pengolahan Sampah Secara Termal adalah proses
pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran
bahan yang dapat terbakar yang terkandung dalam
sampah dan/atau menghasilkan energi.
Penyelenggara Bandar Udara adalah Badan Usaha
Bandar Udara (BUBU), Unit Penyelenggara Bandar
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13.

14.

15.
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(2)
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Udara (UPBU) dan Badan Hukum Indonesia (BHI)
yang menyelenggarakan bandar udara khusus.
Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau
koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan
bandar udara untuk pelayanan umum.

Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga
pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai
penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa
pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara
yang belum diusahakan secara komersial.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penerbangan.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal

Perhubungan Udara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Limbah dan Zat Kimia pengoperasian
pesawat udara dan bandar udara bertujuan untuk
mengelola limbah dan zat kimia yang ditimbulkan
dari pengoperasian pesawat udara dan bandar udara
sehingga dapat mencegah dan menanggulangi
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan Limbah dan Zat Kimia yang ditimbulkan

dari pengoperasian pesawat udara dan bandar udara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diatur
dalam peraturan ini meliputi:

a. pengelolaan Limbah dan Zat Kimia yang
ditimbulkan dari pengoperasian pesawat udara;
dan

b. pengelolaan Limbah dan Zat Kimia yang

ditimbulkan dari pengoperasian bandar udara.
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